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Tanggung jawab adalah yang berarti keadaan wajib menanggung segala 
sesuatu yang telah menjadi tugas serta kewajiban yang harus dijalankan. 
sedangkan pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua 
orang tuanya tetapi ada beberapa macam masalah dalam fakir miskin dan anak 
terlantar ini meliputi beberapa hal seperti masalah ekonomi, masalah 
pendidikan, mungkin ada juga karena faktor keluarga nya yang tidak harmonis 
(broken home)  dan segala sesuatu yang terkadang menjadi kebutuhan pokok 
anak. Sehingga anak anak tersebut terlintas di benak pikirannya untuk menjadi 
anak jalanan demi mencukupi kebutuhan hidup mereka serta untuk 
menghilangkan beban pikiran terkadang mereka tidak pulang kerumah karena 
faktor keluarga nya yang tidak lagi harmonis.  mereka yang sering kita jumpai 
juga anak anak kita lihat saja di jalanan ada yang sedang mengamen bahkan 
ada juga yang seperti meminta minta ( mengemis ). Fakir menurut maliki ialah 
orang yang sangat sengsara hidupnya. Ketika kita berbicara tentang 
pemeliharaan negara juga mempunyai sesuatu yang mesti terpelihara . dalam 
Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan “Fakir Miskin dan 
Anak  Terlantar Dipelihara Oleh Negara”. Berdasarkan latar belakang di atas 
rumusan masalah  adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap 
pemeliharaan fakir miskin dan anak telantar dan yang kedua bagaimana 
tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharan fakir miskin dan anak 
terlantar jika dilihat dari perspektif fiqh siyasah dan hukum positif. Penelitian 
ini merupakan penelitian Pustaka (library research)  yang Adapun metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif Dengan pendekatan 
berfikir secara komparatif adalah penelitian yang bersifat 
membandingkan.dengan menggunakan penelaah terhadap buku-
buku,literature-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian yang di dapat, bahwa tanggung 
jawab pemerintah terhadap fakir miskin dan anak terlantar menurut siyasah 
Islam ialah dimana dalam tanggung jawab dalam islam harus sesuai dengan 
aturan Al-Qur’an dan Hadits. Siyasah Islam dimana pada prinsipnya 
mengendalikan kepentingan umat sesuai dengan prinsip- prinsip umum 
syari’at.demi kepentingan tanggung jawab yang telah diberikan harus 
dijalankan dengan amanah agar terciptanya kedamaian, bahwa nilai-nilai yang 
terkandung dalam Islam itu bersifat universal harus dapat mewarnai kehidupan 
bangsa kita ini. Sedangkan tanggung jawab fakir miskin dan anak terlantar 
dalam hukum positif sendiri yang mendasar tidak terlepas dari aturan hukum 
yang sudah berlaku seperti a. menentukan garis kebijaksanaan yang di perlukan 
untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan social 
b. memupuk, memelihara, membimbing, dan meningkatkan kesadaran serta 
tanggung jawab social masyarakat; c. melakukan pengamanan dan pengawasan 
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                              
                      
         
 
“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 
muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu 
dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan 
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. 
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A. Penegasan Judul 
Penelitian ini berjudul “Analisis Tanggung Jawab Pemerintah 
Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Perspektif 
Fiqh Siyasah dan Hukum Positif” untuk menghindari kesalahpahaman, 
maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah, sebagai berikut: 
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk 
mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas 
bagian-bagian atau hubungan antara bagian bagian-bagian itu untuk 




2. Tanggung jawab  adalah keadaan dimana wajib menanggung segala 
sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, 




3. Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena 
banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, 
mampu berkait serta dengan kharismatik menjalankan roda 
pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata dasar pemerintah, yang 
paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada 
                                                             
1
Pettra Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta:Modern English 
Press,1999), h. 61. 
2
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1990), h. 951. 
2 
  
dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki 
hubungan, pihak yang memerintah, dan pihak yang diperintah memiliki 
ketaatan. Pemerintah dalam arti hanya meliputi lembaga yang mengurus 
pelaksaan roda pemerintahan .
3
 












7. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya 
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak 
merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan 
sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara 
di masa depan. seorang anak dapat dikatakan sebagai anak terlantar anak 
yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan atau meninggal dunia 
sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi 
kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya.
7
 
                                                             
3
Muhadam Abolo, Memahami Ilmu Pemerintahan (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2006), 
h.22. 
4
Ibid., h. 1478 
5
Ibid., h. 679 
6
Ibid., h. 1053 
7
Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
3 
  
8. Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik 
membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia 
pada umumnya dan negara pada khususnya, beberapa penerapan hukum, 
peraturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang benafaskan atau 
sejalan dengan ajaran Islam.
89
 
9. Hukum positif  adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis pada 
saat ini  berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan 
oleh  pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.
10
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul “ Analisis 
Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak 
Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif” adalah sebagai berikut: 
1. Secara objektif, Tanggung jawab merupakan keadaan wajib  
menanggung segala sesuatu. Dimana pada tanggung jawab itu sendiri 
jika dikaitkan dengan dalam dunia pemerintahan dan hukum sangat 
dibutuhkan bagi orang-orang yang wajib menerima  hak dan kewajiban. 
2. Secara Subjektif 
a. Pokok bahasan ini sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni  yaitu 
Siyasah. 
                                                             
8
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana 2016), h. 2.  
9
I. Gede Panjth Astawa, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Diindonesia 
(Bandung: PT. Alumi, 2008), h. 56. 
10
Ahmad  Sukarja Syarief  Ibnu Mujar, Tiga Kategori Hukum 
Syariat,Fiqh,danQonun(Jakarta: Sinar Grafika,2012), h. 86. 
4 
  
b. Literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan 
menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan 
skripsi. 
c. Pembahasan ini belum pernah dibahas sebelumnya di Fakultas 
Syariah dan jurusan Siyasah. 
C. Latar Belakang Masalah 
Tanggung jawab merupakan kesediaan dasar untuk melaksanakan apa 
yang menjadi kewajibannya
11
. K bertens telah membedakan tanggung jawab 
itu atas tanggung jawab langsung dan tanggung jawab tidak langsung, bila si 
pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sementara yang 
tidak langsung berarti seorang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang 
dilakukan oleh subjek yang menjadi tanggung jawabnya. 
12
 
Di Indonesia perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap 
pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar masih sangat kurang 
diperhatikan.Walaupun telah banyak berkembangnya organisasi 
kemasyarakatan yang bergerak dibidang sosial namun, dibalik itu masih 
belum terpenuhinya tangungjawab terhadap pemeliharaan fakir miskin dan 
anak terlantar. 
Perlindungan dan pemeliharaan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
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deskriminasi.Upaya perlindungan dan pemeliharaan anak perlu dilaksanakan 
sedini mungkin, yakni dari sejak janin dalam kandungan sampai anak 
berumur 18 (delapan belas) tahun.Hal ini bertujuan dengan terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Diberbagai negara 
dan berbagai tempat di negeri ini anak-anak justru mengalami perlakuan yang 
tidak semestinya, seperti eksplotasi anak, dijadikan perkerja anak, 
ditelantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang atau konflik 
bersenjata.Demikian juga negara-negara yang dalam keadaan aman, yang 
tidak mengalami konflik bersenjata, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-
hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan, seperti pekerja anak 
(child labor).anak jalanan (street children), penculikan dan perdagangan anak 
(child trafficking), kekerasan anak (violation) dan penyiksaan (torture) 
terhadap anak (UNICEF,1999). Pada sisi lain sering dijumpai perilaku anak 
yang dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum
13
 
Kondisi ini disebabkan karna perhatian yang selama ini diberikan 
hanya sebatas tampilan fisik saja.Padahal di balik tampilan fisik itu ada 
kondisi yang memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor 
yaitu: krisis ekonomi, hukum yang berlaku, moral dan sebagainya. 
Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang 
berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari 
keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang 
dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, 
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hilangnya kasih sayang sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya 
berperilaku negatif bahkan yang lebih miris lagi adalah anak terlantar yang 
tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara). Ada anak terlantar 
yang ibunya tinggal di kota yang berbeda karena tempat tinggal ayahnya 
karena pekerjaan, menikah lagi (cerai).  
Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya 
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan 
tuntas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, 
memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Seorang anak 
dapat dikatakan sebagai anak terlantar anak yang karena suatu sebab orang 
tuanya melalaikan atau meninggal dunia sehingga tidak mampu 




Fakir miskin menurut Abu Yusuf, pengikut Abu Hanifah, dan Ibnu 
Qasim pengikut Malik berpendapat, bahwa kedua golongan itu sama. Tetapi 
pendapat Jumhur, justru berbeda.sebenarnya keduanya adalah 1 golongan tapi 
satu macam .yang dimaksud adalah mereka yang dalam kekurangan dan 
dalam kebutuhan 
15
. Orang yang disebut fakir adalah mereka yang tidak 
mendapatkan sesuatu yang mencukupi separuh dari kebutuhannya, jika 
seseorang tidak memiliki sesuatu yang yang ia dapat menafkahkan untuk diri 
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sendiri dan keluarganya selama setengah tahun, islam juga sangat 
menganjurkan pemeluknya untuk megasihi fakir miskin. Jika kita menelaah 
lebih jauh tentang hakikat fakir miskin, pasti kita akan berusaha untuk dapat 
membantu mereka. Para fakir miskin saat di akhirat banyak sekali yang 
masuk surga, tentunya mereka yang beriman dan bertaqwa kepada Allah.
16
 
Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua 
orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, 
dan segala sesuatu yang menjadi hal pokok anak, dalam islam, tanggung 
jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga  karena 
itu yang terpenting adalah kerja sama dan tolong menolong antara suami dan 
istri dalam memelihara anak, dan mengantarnya hingga anak tersebut dewasa 
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi tidak secara rinci mengatur 
masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren 




Anak terlantar menurut UUD 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh 
negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap 
pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. 
Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakikatnya sama dengan 
hak-hak asasi manusia pada umumnya 
18
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Menurut UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yaitu fakir miskin dan anak-anak 
terlantar dipelihara oleh negara. Berbanding terbalik dengan amanat UUD 
1945, jika dilihat dari berbagai media bahwa penertiban anak terlantar tidak 
berlandaskan dengan nilai kemanusian, mereka dipaksa bahkan sampai 
mereka berasa sakit ketika digiring oleh petugas ke mobil penertiban, dengan 
demikian tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan orang fakir 
miskin dan anak terlantar di Indonesia belum sesuai dengan amanat UUD 
1945 dan nilai-nilai serta norma yang berlaku. 
Persoalan terhadap tanggung jawab pemeliharaan fakir miskin dan 
anak terlantar masih kurangnya perhatian dari pemerintah maupun 
masyarakat. Dengan demikian perlu adanya penelitian secara mendalam 
terhadap tanggung jawab pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar di 
analisis perspektif Fiqh Siyasahdan Hukum Positif. 
D. Fokus Penelitian 
Penelitian ini fokus pada tanggung jawab pemeliharaan fakir miskin 
dan anak terlantar yang ditinjau dari Fiqh Siyasah yaitu Siyasah Dusturiyah 
dan hukum positif yaitu UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yaitu tentang fakir miskin 
dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan 
permasalahan yaitu sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif tentang tanggung 
jawab pemerintah terhadap pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar 
? 
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tanggung jawab pemerintah 
terhadap fakir miskin dan anak terlantar menurut Fiqh Siyasah dan 
Hukum Positif ? 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui konsep tanggung jawab pemerintah terhadap 
pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar 
2. Untuk menganalisis pandangan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif tentang 
tanggug jawab pemerintah terhadap pemeliharaan fakir miskin dan anak 
terlantar 
G. Signifikansi/Penelitian  
a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapan sebagai referensi dan 
informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan sumbangsih 
pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu 
pengetahuan Hukum, agar tetap hidup dan berkembangnya khususnya 
tentang fakir miskin dan anak terlantar. 
b. Secara Praktis, penelitian memberikan pengetahuan kepada masyarakat 
terutama tentang tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan fakir 




H.  Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library 
research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-
buku literature dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat 
yang mempunyai hubungan revelan dengan permasalahan yang teliti
19
. 
2. Sifat Penelitian  
Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif Dengan pendekatan berfikir secara komparatif adalah penelitian 
yang bersifat membandingkan.Penelitian ini termasuk penelitian hukum. 
Adapun bentuk penelitian pustaka adalah penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.
20
 Menganalisis data yang 
diteliti dengan memeparkan data-data tersebut, kemudikan diperoleh 
kesimpulan. 
3. Data dan Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier. Untuk lebih 
jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu : 
a. Hukum primer 
Sumber yang diperoleh penelitian ini secara langsung yang 
berasal dari  Al-Quran, Hadist, dan pendapat para ahli, dan Undang-
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Undang Dasar, beserta Undang-Undang Dasar, beserta Undang-
Undang yang berhubungan dengan kajian tentang tanggung jawab 
terhadap pemeliharaan orang fakir miskin dan anak terlantar 
perspektif Hukum positif dan Fqih Siyasah. 
b. Hukum sekunder  
Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung 
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku.Bahan bahan 
sekunder diperoleh oleh referensi, buku-buku, jurnal-jurnal atau 
tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literature 
yang tersedia di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-
buku atau sumber-sumber yang  berkaitan dengan masalah penelitian. 
5. Teknik Pengelolaan Data  
Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan 
berdasakan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah 
pengelolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai 
berikut : 
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian 
dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut di 
kumpul. 
b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan data yang 
menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari Al-
12 
  
Qur’an dan Hadist, atau buku-buku literature lainnya yang relevan 
dengan penelitian. 
c. Sistematika data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
21
 
6. Analisis Data 
Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif Dengan pendekatan berfikir secara komparatif adalah penelitian 
yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk 
membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan 













                                                             
21




KAJIAN TEORI UMUM TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK 
TERLANTAR 
 
a. KAJIAN TEORI  
1. Fakir Miskin  
a. Pengertian Fakir Miskin 
Pengertian Kemiskinan Secara harfiah menurut 
Poerwadarminta (1976), kemiskinan berasal dari kata miskin yang 
artinya “tidak berharta benda”. Dalam pengertian yang lebih luas, 
kemiskinan dapat digambarkan  sebagai suatu kondisi tidak mampu 
baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi 
yang seperti ini biasanya ini rentan sekali terhadap timbulnya 
masalah sosial yang lain. 
Menurut Kuncoro (1997), kemiskinan didefinisikan sebagai 
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup 
minimum, adapun  
Kartasasmita (1997) mengatakan bahwa kemiskinan 
merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan 
pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat 
menjadi ketimpangan. Hal ini senada dengan yang dikatakan 
Friedman (1992) bahwa kemiskinan sebagai akibat dari 




Akan tetapi, Brendley (dalam Ala,1981) mengatakan  bahwa 
kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapat barang-barang 
xdan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi 
kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini diperkuat oleh Salim (dalam 
Ala,1981) yang mengatakan  bahwa kemiskinan yang biasanya 
dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memperoleh 
kebutuhan hidup yang pokok. 
Ensiklopedia internasional Meriam Webster (1990), 
mendefinisikan “poverty is scarcity, dearth, or the state of one who 
lacks a certain amount in wellbeing”. (kemiskinan adalah istilah 
untuk kekurangan dalam kesejahteraan). 
Narayan (2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut: 
miskin ini ditandai dengan ketiadaan kekayaan serta kemampuan, 
kekayaan harta, kesehatan integritas, emosi, penghormatan, rasa 
memiliki sosial, identitas budaya, imajinasi, informasi, dan 
pendidikan, kemampuan berorganisasi dalam arah politik. 
Berbagai definisi yang disebutkan sebelumnya dapat dijelaskan 
bahwa keadaan  kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan 
sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, 
kelompok maupun keluarga untuk memenuhi kebutuhan standar 
hidup minimum mereka. 
Contohnya seperti pendidikan yang rendah, sehingga banyak 
yang tidak bekerja serta banyak juga warga yang belum mampu 
15 
  
mengakses program maupun pelayanan pemerintah sehingga sulit 
sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
22
 
b. Perbedaan  Makna Fakir dan Miskin 
Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap fakir 
miskin. karena ini adalah merupakan amanah konstitusi sebagaimana 
tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat 1 
yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh 
negara
23
. Ketentuan ini lebih diperjelas lagi dalam Undang-Undang 
No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dimana negara 
mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 
kehidupan fakir miskin dan keluarganya. 
Fakir dan miskin merupakan dua kata yang berbeda makna 
menurut buku-buku istiah dalam bahasa Arab. Al-Sa’dly, mengutip 
surah AT-Taubah menjelaskan bahwa fakir miskin merupakan kata 
yang berdiri sendiri-sendiri, terkadang bisa bermakna fakir dan 
terkadang bisa bermakna miskin, tetapi apabila disebutkan secara 




Selanjutnya Al-Jarullah mengutip pendapat imam Syafii bahwa 
fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang 
                                                             
22
Muhidin Syarif, Masalah-masalah sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 
h.1. 
23
 Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin dan Anak 
Terlantar Dipelihara Oleh Negara Pasal 34 ayat (1). 
24




layak untuk memenuhi kebutuhan kebutuhsn pangan, sandang, dan 
papan serta kebutuhan lainnya bagi dirinya maupun orang yang 
menjadi tanggung jawabnya. Lebih lanjut mengutip pendapat Abu 
Hanifah bahwa fakir adalah orang yang memiliki harta kurang dari 
nisab dan bahkan berhak mendapatkan zakat untuk digunakan 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Menurut Al-Ghaziy, kemiskinan digolongkan menjadi dua, 
yaitu orang fakir dan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang 
menganggur dan tidak mempunyai penghasilan sehingga tidak dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang miskin adalah 
orang yang bekerja, tetapi  jika  di hitung dari penghasilan hanya 
bisa memenuhi sebagian dari (sekitar 50%-70%) kebutuhan 
hidupnya. Sehingga seorang fakir adalah orang miskin yang paling 
rendah, sedangkan orang miskin adalah orang yang berada di bawah 
garis rata-rata kehidupan masyarakatnya, bahkan orang miskin 
memiliki kewajiban membayar zakat kalau pendapatannya sudah 
mencapai nisabnya. 
Berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2011 kedua kata 
tersebut  tidak memiliki makna yang berbeda, tetapi menjadi 1 maka 
yang sama dengan menyatakan bahwa fakir miskin adalah orang 
yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian  tetapi 
tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang 
layak bagi kehidupan mereka serta keluarganya. 
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Kebutuhan dasar bagi fakir miskin yang dimaksudkan dalam 
Undang-Undang No. 13 tahun 2011 meliputi kebutuhan pangan, 
kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan, kebutuhan kesehatan, 
kebutuhan pendidikan, kebutuhan pekerjaan dan atau keutuhan 
pelayanan sosial. Semua kebutuhan dasar fakir miskin itu seharusnya 
dipenuhi dan menjadi dan menjadi tanggung jawab negara sesuai 
konstitusi. 
c. Ciri-Ciri Kemiskinan 
Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna 
tidak mempunyai harta benda dan tidak mampu memenuhi 
kebutuhsn fisik dan sosialnya yang bermakna akses ruang public 
dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan yang berguna untuk 
kehidupannya sehingga terdapat ciri kemiskinan terutama pada 
keluarga fakir miskin yaitu:  
1. Tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. 
2. Tidak mampu berusaha karena sakit dan cacat fisik atau mental. 
3. Tidak mampu berfungsi social. 
4. Rendahnya sumber daya manusia. 
5. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun masa. 
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian 
yang   berkesinambungan. 
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti 
kesehatan dan lain-lain). 
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d. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan 
Penyebab kemiskinan banyak ragamnya tergantung pada 
kondisi demografis, sosiografis dan geopolitik sebagaimana 
disampaikan oleh Coombs (Ahmad 1980) mengatakan bahwa yang 
terkait dengan (1) penduduk (2) perumahan dan (3) pekerjaan. 
Terdapat bentuk-bentuk kemiskinan dan sekaligus menjadi faktor 
penyebab kemiskinan yang  menjadi faktor penyebab terjadinya 
kemiskinan,  asal mula kemiskinan seperti di bawah ini: 
1. Kemiskinan Natural 
Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari 
awalnya memang mereka dalam keadaan sudah  miskin, 
kelompok masyarakat sepperti ini menjadi miskin karena tidak 
mempunyai sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, 
sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan atau 
kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan mereka hanya 
mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir 
kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh 
faktor-faktor alami seperti karena cacat, sakit, lanjut usia, atau 
karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut 
Kartasasmita disebut sebagai “persiten poverty”, yaitu 
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kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Daerah 
seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumber 
daya alamnya atau daerah yang terisolasi. 
2. Kemiskinan Struktual 
Kemiskinan struktual adalah kemiskinan yang 
disebabkan oleh faktor-faktor perbuatan manusia, seperti 
kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang 
tidak merata, korupsi dan kolusi serta tataan ekonomi dunia 
yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. 
Menurut Baswir (1997), munculnya kemiskinan struktual 
sebabkan oleh karena upaya menanggulangi kemiskinan natural. 
Masalah kemiskinan tersebut di atas tersebut sebagai 
suatu lingkaran setan kemiskinan yang meliputi enam unsur, 
yaitu: keterbelakangan, kekurangan modal, investasi rendah, 
tabungan rendah, pendapatan rendah, dan produksi rendah. Lain 
halnya dengan pendapat., Chamber (1983) yang mengatakan 
bahwa inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan 
sebenarnya disebut “deprivation trap” atau jebakan kemiskinan 
ini terdiri dari lima unsure yaitu:  
a. Kemiskinan 
b. Kelemahan jasmani 
c. Isolasi 
d. Kerentanan dan, 
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e. Ketidak berdayaan 
Indikator Kemiskinan, Indikator lain oleh BPS (1999) 
adalah kecukupan makanan/kalori menggambarkan  bahwa 
apabila penduduk dalam penguluarannya tidak dapat memenuhi 
kecukupan konsumsi makanan mereka setara 2.100 kalori per 
hari ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum 
nonmakanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan, 
pendidikan, transportasi, dan aneka barang/jasa yang sekarang 
dijabarkan kedalam penetapan upah minimum dan standar 




Kemiskinan adalah indikator kemiskinan yang 
dikemukakan oleh BKKBN, yaitu keluarga prajahtera dan 
sejahtera. Disebut keluarga prasejahtera apabila tidak bisa 
memenuhi beberapa syarat indikator dan sementara yang disebut 
keluarga sejahtera dapat memenuhi semua indikator tersebut. 
Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari 
atau lebih. 
b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di 
pakai di rumah, bekerja, sekolah dan berpergian maupun 
lainnya. 
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c. Rumah yang mereka tempati keluarga memiliki atap, lantai, 
dan dinding yang baik. 
d. Bila ada anggota keluarga sakit di bawa kesarana kesehatan. 
e. Bila pasangan usia subur ingin berkeluarga berencana (KB) 
pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. 
f. Semua anak umur 7-15 tahun bersekolah. 
Pekerjaan Sosial dan Kemiskinan Menurut Soetarso 
(1992: 22) pekerjaan sosial merupakan suatu usha perubahan 
berencana yang dilaksanakan secara sadar, dengan sengaja dan 
bertujuan, international Federation of Sosial Workers  (IFSW) 
pada tahun 2001 mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai 
berikut : 
“profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan 
sosial, pemecahan masalah dalam hubungan relasi kemanusiaan 
dan pemberdayaan dan pembebasan setiap orang untuk 
meningkatkan kesejahteraannya. Pemanfaatan teori-teori dari 
perilaku manusia dan sistem sosial, intervensi pekerjaan sosial 
pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. 
Berprinsip pada hak asasi manusia dan keadilan sosial adalah 
sesuatu yang fundamental bagi pekerjaan sosial. 
Melihat dari sisi peran dan tujuan permasalahan, maka 
Pierson dan Thomas (2002) mengartikan profesi pekerjaan 
sosial sebagai berikut: 
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“Kegiatan profesi membayar yang bertujuan untuk 
membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan yang serius 
dalam kehidupan mereka didalam memberikan perawatan, 
perlindungan atau konseling melalui dukungan sosial, advokasi 
dan bekerja bersama masyrakat” 
Adapun menurut Oko (2008), pekerjaan sosial diartikan 
sebagai berikut:  
“sebuah kegiatan professional berbayar yang bekerja 
langsung dengan orang dewasa dan anak-anak untuk membantu 
mereka mencoba dan menyelesaikan kesulitan praktis dan 
interpersonal dalam rangka memungkinkan mereka untuk 
berfungsi dan berpartisipasi secara lebih efektif. Hal ini dapat 
dilakukan secara individu atau dalam keluarga dan bekerja 
dengan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kompetensi 
mereka antar sosial atau pribadi melalui penyediaan berbagai 
layanan penggunaaan kekuatan mengendalikan hukum yang 
akan semakin mendukung proses peralihan. 
e. Pekerjaan Sosial dan Kemiskinan  
Kemiskinn merupakan masalah multidimensi yang di alami 
oleh anggota masyarakat yang kurang beruntung disebabkan oleh 
berbagi hal baik dari diri pribadi individu maupun dari faktor d luar 
individu yang mengakibatkan mereka tidak berdaya.  Pada tahun 
1971, Sajogyo mengusulkan mengukur kemiskinan dengan 
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pendekatan kemiskinan absolute. Cara yang dikembangkan adalah 
dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan 
kebutuhan beras dan gizi. Ada tiga golongn orang miskin yaitu (i) 
golongan paling miskin dan mempunyai pendapat perkapita per 
tahun beras sebanyak 240 kg atau kurang (ii) golongan miskin sekali 
yang memiliki pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak 240 
kg hingga 360 kg, dan (iii) olongan miskin yang memiliki 




Sebagai upaya megatasi masalah kemiskinan yang dapat 
dilakukan oleh pekerja sosial sebagaimana dikemukakan oleh 
Soetarso (1992: 6) dimana pekerja sosial melaksanakan tugas-tugas 
menyelesaikan satu atau lebih fungsi dari praktik pekerjaan sosial, 
antara lain adalah di bawah ini : 
1. Membantu orang yang meningkatkan dan menggunakan secara 
lebih efektif kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-
tugas kehidupan mereka dan memecahkan masalah mereka. 
2. Menciptakan jalur hubungan pendahuluan di antara dengan 
sistem sumber. 
3. Mempermudah interaksi, megubah, dan menciptkan hubungan 
baru di antara orang dengan sistem sumber kemasyarakatan. 
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4. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan hubungan 
di antara orang-orang di lingkungan sistem sumber. 
5. Memberikan sumbangan bagi perubahan,perbaikan dan 
perkembangan kebijaksanaan dan perundag-undangan sosal. 
6. Meratakan sumber-sumber materil. 
7. Bertindak sebagai control sosial. 
Pendekatan Kesejahteraan Sosial Amartya Sein (1987) 
mengartikan pendekatan kesejahteraan sebagai berikut: 
“bahwa kesejahteraan berasal dari kemampuan untuk 
berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan muncul 
ketika seseorang tidak memiliki kemampuan kunci, dan juga tidak 
mmperoleh pendapatan atau pendidikan yang memadai, atau 
kesehatan yang buruk atau tidak aman, atau kurang percaya diri, atau 




Dari pengertian di atas, maka Homan (2008:60-61) 
menjelaskan tiga pendekatan yang bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan sosial di antaranya melalui pendekatan residual, 
instituonal dan development : 
1. Pendekatan Residual adalah suatu pendekatan kesejahteraan 
sosial yang menyediakan jaring pengaman sosial kepada 
individu dan keluarga sebagai pelayanan tambahan untuk 
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membantu individu-individu yang mengalami keterpurukan 
akibat krisis ekonomi. 
2. Pendekatan instituonal  adalah suatu pendekatan kesejahteraan 
sosial yang merespon untuk saling berbagi dalam kondisi sosial. 
3. Pendekatan Development  adalah suatu pendekatan 
kesejahteraan sosial yang berupaya membuat hidup lebih baik 
dengan meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi indeks 
pembangunan manusia, tetapi belum tentu mampu menangani 
permasalahan dan membantu mereka yang dalam kesesusahan. 
Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan peluang kepada 
masyarakat membentuk lembaga kesejahteraan sosial yang 
membuat hidup menjadi lebih baik, berupaya meningkatkan 
kualitas hidup dan pembangunan sumber daya manusia. 
Program PNPM Mandiri, Program Kelompok Usaha Bersama 




f. Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan  
1) Penduduk Miskin Perdesaan  
Menurut BPS (2010) dari 225 juta penduduk Indonesia 
ada seleksi 65% penduduk  tinggal di daerah perdesaan dan 
sisanya di daerah pekotaan. Jumlah desa di Indonesia lebih dari 
136 ribu desa. Rata- rata mempunyai pekerjaan seperti  bertani, 
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masyarakat desa terbagi dalam pertanian ladang dan pertanian 
sawah. Walaupun masyarakat desa mayoritas adalah petani, 
jumlah petani saat ini sebanyak penduduknya. 
a) Desa dan Lembaga Perangkat Desa 
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang 
desa, disebutkan dengan nama lain selanjutnya disebut desa,  
desa adalah kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usal usul 
dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Adapun tujuan untuk pembangunan desa adalah: 
1. Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar. 
2. Pembangunan sarana dan prasarana. 
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal. 
Adapun lembaga perangkat desa berfungsi sebagai 
wadah partisipasi masyarakat desa dalam pemerintahan dan 
pembangunan. Lembaga perangkat desa terdiri dari bagian-
bagian berikut: 
b) Badan Permusyawaratan Desa 
BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa 
yang mempunyai fungsi: (1) membahas dan menyepakati 
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rancangan peraturan desa bersama kepala; (2) menampug 
dan  menyalurkan aspirasi masyarkat desa; (3) melakukan 
pengawasan kinerja kepala desa. 
c) Kepala Desa dan Kemasyarakatan Desa 
Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang 
memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat 
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam 
menjalankan pemeritahan desa dibantu oleh unsure 
perangkat desa yang terdiri dari sekertaris desa, dan seksi 
pemerintahan desa serta pemimpin teknis kewilayahan 
seperti kepada dusun atau kampung. 
d) Ciri Kemiskinan Perdesaan  
J.A Bernes Koentjanigrat (1984) melaporkan bahwa 
orang miskin di desa memiiki ciri berbasis agraris di mana 
sebagian besar penduduk desa bermata pencarian sebagai 
petani, artinya struktur perekonomiannya sangat berat 
sebelah pada sektor pertanian atau merupakan daerah 
berbasis agraris: 
1.  mayoritas hubungan sosial dikaitkan dengan lapangan 
hidup pertanian baik dalam keluarga kerabat, tetangg, 
kenalan, dan kemasyarakatannya.  
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2. Banyakya para petani yang mempunyai mata pencarian 
tambahan dan produk turunan pertanian. 
3. Banyak petani yang pada masa-masa menunggu 
panen,mereka merantau ke kota untuk bekerja menjadi 
buruh bangunan atau proyek pembangunan infrastrktur. 
4. Loyalitas masyarakat masig berorientasi pada orang-
orang dan kelompok pada desanya (bounding social 
capital). 
5. Loyalitas etnik orang desa akan sangat erat kaitannya 
dengan suku bangsa atau daerahnya, dan adanya 
pendatang dari suku lain di anggap sebgai minoritas 




2) Definisi Kemiskinan Perkotaan  
Kemiskinan perkotaan sebagai masalah yang 
multidimensi, Menurut Nadvi dan Barrientos (2004) sebagai 
berikut:  
“Kemiskinan juga semakin di akui sebagai masalah 
multidimensi yang melibatkan lebih dari sekedar perampasan 
pendapatan, tetapi juga kurangnya kebebasan, meningkatnya 
kerentanan, resiko, dan ketidakberdayaan” 
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Suparlan (2004) mengemukakan bahwa masalah 
kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan 
kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan 
hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial 
yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah 
orang miskin di kota tersebut. 
Kemiskinan di perkotaan merupakan akibat migrasi 
masyarakat desa ke kota yang tinggi, dan terutama kondisi 
kehidupan miskin (rumah di perkampungan miskin dan kotor, 
serta perkampungan dengan sedikit pelayanan sosial) upah 
rendah dan tidak tercukupinya peraturan dalam sektor tenaga 
kerja formal, serta sulitnya keuangan di sektor tenaga kerja 
informal, meskipun, riset menunjukkan bahwa tingkat 
pendapatan masyarakat kota biasanya lebih besar dibandingkan 
penduduk desa, dan adanya perpindahan penduduk desa ke kota, 
disamping kondisi kehidupan yang lemah, kondisi twrsebut 
memiliki manfaat dimana masyarakat kota berusaha 
meningkatkan kondisi kehidupannya melalui pendidikan anak-
anaknya serta penggunaan pendapatan dengan hati-hati atau 
hemat. 
a) Batasan Kemiskinan Perkotaan  
Adapun batasan tentang kemiskinan kota atau lazim 
disebut sebagai garis kemiskinan sebagaimana di 
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kemukakan oleh Elly dan Usaman (2011), garis kemiskinan 
sebagai ukuran untuk menentukan batas minimum 
pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 
pokok dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu: 
1. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang 
diperlukn, 
2. Posisi manusia dalam ligkugan sekitar, dan  
3. Kebutuhan objektif manusia untuk hidup manusiawi. 
Bappenas (2013) mengidentifiksikan kemisknan 
perkotaan dari rendahnya akses terhadap berbagai sumber 
daya dan asset produktif yang diperlukan untuk pemenuhan 
sarana kebutuhan hidup dasar dimna sumber daya dan asset 
produktif tersebut, maka barang dan jasa, informasi, serta 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Batasan kemiskinan tidak 
terbatas sekedar pada ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga 
kegagalan memenuhi hak-hak dan perbedaan perlakuan bagi 
seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani 
kehidupan secara bermatabat. 
Berdasarkan pendapat Suharto (2009;16), ada 9 
kriteria yang menandai kemiskinan perkotaan, antara lain 
sebagai berikut: 
a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar 
(pangan, sandang dan papan). 
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b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik 
maupun mental.  
c. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak 
terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah 
tangga, janda miskin, kelompok marginal. 
d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, 
rendahnya pendidikan, dan keterampilan, sakit-sakitan) 
dan keterbatasan sumber daya alam (ketiadaan 
infrastruktur jalan,listrik, air). 
e. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat 
individual (rendahnya pendapatan dan asset), maupun 
massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas 
umum 
b) Bentuk Kemiskinan Perkotaan  
Kemiskinan secara sosiol ekonomis memiliki 2 
bentuk kemiskinan, yaitu kemiskinan absolute dan 
kemiskinan relative sebagaimana dikemukakan oleh Baswir 
dan Sumodinigrat dalam Elly dan Usman (2011) dengan 
penjelasan sebagai berikut: 
1. Kemiskinan absolute adalah kemiskinan di mna orang 
orang miskin memiliki tingkat pendapatannya tidak 




2. Kemiskinan relative adalah kemiskinan yang dilihat 
berdasarkan pebandingan antara tingkat pendapatan dan 
tingkat pendapatan lainnya.  
c) Penyebab Kemiskinan Perkotaan  
Berkaitan dengan kemiskinan budaya sebagaimana 
budaya sebagaimana dikemukakan oleh Norton dan Hunt 
dalam Astrid Susanto (2008) masyakatat di bagi dalam 3 
kelompok besar berdasarkan sikap sosialnya terhadap 
kemungkinan memperbaiki nasib diri. Ketiga kelompok itu 
adalah sebagai berikut  
1. Kelompok atas yang tidak/kurang ada perhatian untuk 
naik lebih tinggi dalam tangga sosial, mengingat bahwa 
hal tersebut telah mereka capai. Bagi kelompok ini 
masalah prestasi menjadi masalah yang di 
nomorduakan. 
2. Kelompok yang masih mempunyai keinginan untuk 
memperbaiki taraf dan timgkat sosialnya walaupun 
tergolong golongan yang miskin. 
3. Kelompok karena tercekam oleh kemiskinan 
mempunyai nilai untuk mengutamakan hasil dalam 
jangka pendek dan tidak mempunyai pandangan 
menuju ke hari di masa mendatang.
31
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2.    Anak Terlantar 
a. Pengertian Anak 
Anak  merupakan penyambung keturunan sebagai investasi 
masa depan dan anak adalah harapan untuk menjadi sandaran untuk 
pada usia lanjut , dan anak dianggap sebagai modal untuk 
meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat merubah status sosial 
orang tuanya.
32
 Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat ini : 
                     
                 
Artinya :  “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia 
tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih 
baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk 
menjadi harapan”. 
b. Pengertian anak terlantar 
Anak terlantar merupakan anak-anak yang termasuk 
kategorikan anak anak rawan yang membutuhkan perlindungan 
khusus. Dalam Buku Pedoman Pembinaan Anak Terlantar yang 
dikeluarkan Dinas Sosial provinsi jawa timur (2001) disebut 
bahwa yang dikatakan anak terlantar yaitu anak yang 
dikarenakan suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan 
dasarnya dengan wajar, baik, secara rohani, jasmani maupun 
sosialnya. Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar 
karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau 
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kedua orangtuanya, tetapi terlantar disini juga dalam pengertian 
ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak 
anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi 
karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua karena 
ketidakmampuan ataupun karena kesengajaan. Seorang anak 
yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya mereka 
umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan 
diperlakukan salah  (child abuse). Pada tingkat yang ekstrem, 
perilaku penelantarkan anak bisa berupa tindaka orang tua 
membuang anaknya, entah itu di hutan, selokan di tempat-
tempat sampah, dan sebagainya. Bai karena ingin menutupi aib 
atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan 
memelihara anaknya secara wajar.
33
 
c. Ciri–ciri Anak terlantar 
1) Mereka biasanya berusia 5-18 Tahun, dan merupakan anak 
yatim, piatu atau anak yatim piatu 
2) Anak yang terlantar sering kali adalah anak yang lahir dari 
hubungan seks diluar nikah lalu mereka tidak ada yang 
mengurus sehingga orang tua mereka tidak siap baik secara 
psikologis maupun secara ekonomi untuk memelihara anak 
yang dilahirkannya. 
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3) Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak 
cenderung rawan   diperlakukan salah. 
4) Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak 




d. Faktor-faktor yang menyebabkan anak terlantar 
Sebenarnya ada banyak masalah yang dihadapi anak-
anak terlantar di lingkungan komunitas miskin. Sebagai bagian 
dari kelompok anak rawan, anak terlantar bukan saja tidak atau 
kurang dipenuhi hak-hak sosial mereka, tetapi juga rentan untuk 
diperlakukan salah: dilanggar haknya dan menjadi korban tindak 
kekerasan (child abuse) keluarga, kerabat dan komunitas sosial 
di sekitarnya. Berikut ini  beberapab factor penyebab yang 
dihadapi anak-anak terlantar: 
1) Akibat krisis kepercayaan pada arti sangat pentingnya 
sekolah, di lingkungan komunitas masyarakat miskin sering 
terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung di 
telantarkan. Bagi keluarga miskin, anak umumnya memiliki 
fungsi ekonomi sebagai salah satu sumber pendapatan atau 
penghasilan yang cukup menguntungkan sehingga anak 
sudah terbiasa sejak usia dini dilatih untuk mempersiapkan 
untuk bekerja di sektor publik. 
                                                             
34
Suyanto Bagong, Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Upaya 
Pemantaannya (Surabaya:Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF, 2000), h. 195. 
36 
  
2) Akibat kekurangan mengertinya tentang pola perawatan 
kesehatan yang benar, dikalangan keluarga miskin upaya 
pemeliharaan kesehatan dan proses penyembuhan ketika 
sakit sering sekali ditelantarkan. Di kalangan orang tua, 
kebiasaan merokok, ngopi, dan kebutuhan orang tua justru 
sering kali didahulukan, mekipun disaat yang sama dana 
yang mereka keluarkan untuk itu sebenarnya bisa 
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak-
anak mereka 
3) Di lingkungan keluarga miskin, anak cenderung rawan 
diberlakukan salah, dan bahkan sering terjadi objek tindak 
kekerasan 
4) Anak-anak terlantar yang jauh dari kasih sayang, 
perlindungan dan pengawasan keluarga secara memadai, 
mereka umumnya potensial tergoda masuk dalam pergaulan 
yang salah. 
5) Anak terlantar yang terlibat dalam kegiatan sosial secara 
intens atau aktivitas keagamaan sejak usia dini, mereka 
umumnya lebih mampu mengatasi tekanan sosial dan 
psikologi yang keliru dari lingkungan sosial di sekitarnya 
6) Di tengah kehidupan kota besar setempat dalam pengasuhan 
dan perlindungan terhadap anak yang terlantar umumnya 
tidak banyak berkembang. Bahkan ada kecendrungan 
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perlakuan kerabat dan lingkungan komunitas lokal terhadap 
anak-anak terlantar bukan saja tidak peduli akan tetapi 
mereka terkadang juga menjadi bagian dari pihak yang 
memperlakukan anak secara tidak baik. 
7) Apa yang menjadi kebutuhan sosial anak terlantar, 
sebenarnya bukan hanya memberi kasih sayang dan pola 
sosialisasi yang personal, tetapi juga cara yang lebih baik 
terhadap pelayanan publik dasar terutama dengan kesehatan 
dan pendidikan yang optimal. 
3 Anak Jalanan  
a. Pengertian Anak Jalanan  
Anak jalanan, tekyan arek, kere, anak gelandangan atau 
kadang juga disebut juga secara eufemistik sebagai anak mandiri 
usulan Rano Karno tatkala ia menjabat sebagai Duta Besar UNICEF, 
sesungguhnya mereka merupakan anak-anak yang tersisih, marginal 
dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan 
dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan 
lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat, 
disudut kota sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan 
cara-cara sosial kurang atau bahkan tida bisa diterima dimasyaraka 
umum, sekedar hanya menghilagkan rasa lapar dan keterpaksaan 
untuk membantu keluarganya. Tidak jarang juga mereka disebut 
sebagai pengganggu ketertiban. Mereka cukup beragam dan dapat 
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dibedakan atas dasa pekerjaannya, hubungannya dengan orangtua 
atau orang dewasa terdekat, waktu dan jenis kegiatanya di jalanan, 
serta jenis kelaminnya (Farid,1998). Berdasarkan hasil kajian di 
lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga 
kelompok (Surbakti dkk. (eds.), 1997). 
Pertama, children on the street, yakni anak anak yang 
mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun 
masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orangtua mereka, 
sebagian penghasilan mereka di jalanan diberikan kepada 
orangtuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini yaitu untuk 
membantu memperkuat ekonomi keluarganya karena beban atau 
tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan 
sendiri oleh orang tuanya. 
Kedua, children of street, yakni anak-anak yang 
berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. 
Frekuensi pertemuan mereka tida menentu  Beberapa diantara 
mereka masih mempunyai hubungan dengan orangtuanya. Banyak 
diantara mereka menjadi korban tindak kekerasan lari atau pergi dari 
rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada 
kategori ini rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, 
emosional, fisik maupun seksual. 
Ketiga , children from families of the street, yakni anak-anak 
yang berasal dari keluarga yan hidup di jalanan. Walaupun anak ini 
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mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup 
mereka berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain 
dengan segala resiko yang akan mereka hadapi.
35
 
b.  Anak Jalanan 
Anak jalanan terdiri atas laki-laki dan perempuan pada 
umumnya yang sering mempunyai masalah dalam kehidupannya saat 
mereka sudah berada di jalanan adalah anak jalanan perempuan 
karena mereka rentan sekali untuk mendapatkan perlakuan yang 
tidak baik dari orang di sekelilingnya. Menurut Jefri Anwar dari 
mitra masyarakat kota, Jakarta resiko utama yang sering dihadapi 
anak jalanan perempuan yaitu perlakuan tak senonoh, berupa 
pelecehan seksual sampai kehilangan keperawanan karena diperkosa 
oleh anak lelaki yang lebih besar atau orang dewasa yang ada 
disekitarnya, bahkan menurut Desti Murdiana dari lentera PKBI 
Yogyakarta tidak jarang anak jalanan perempuan itu mengalami 
perlakuan tidak baik pada saat mereka masih usia belia. Ada 
kecendrungan anak perempuan lebih mudah di eksploitasi dan 
terdorong untuk memasuki dunia prostitusi direkrut menjadi pekerja 
seks komersial. Menurut Desti Murdijana (1998) tidak jarang anak 
jalanan perempuan yang terlanjur hamil harus menyabung nyawa, 
karena mereka memilih menyelesaikannya dengan cara aborsi yang 
jauh dari prasyarat kelayakan medis, pada batasan tertentu memang 
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anak jalanan perempuan akan mencoba menggunakan obat-obatan 
tertentu termasuk cola-cola untuk mencegah kehamilan.
36
 
c. Problem Kehidupan Anak Jalanan  
Sejak di keluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak sebagai titik pertama pemerintah 
terhadap problemmatika anak. Untuk mempertahan hidup di tengah 
kehidupan kota yang sangat keras anak jalanan biasanya dapat 
melakukan berbagai pekerjaan di sektor informal, baik yang legal 
maupun ilegal di mata hukum. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak 
dalam kriteria eksplolitasi sehingga mereka dapat kehilangan haknya 
yang  disebabkan karena jam kerja yang sangat panjang dengan 
standar upah yang kurang jelas hilangnya untuk medapatkan 
pelajaran di sekolah dan bermain dan tidak mempunyai peluang 
untuk libur terkadang mereka yang tinngal pisah dengan orang 
tuanya dan keluarga banyak kemungkinan mendapat resiko perlauan 
butuk secara psikologi, fisik dan seksual oleh majikan mereka 
sendiri.
37
 terkadang ada di antara mereka bekerja menjadi pedagang 
asongan di kereta api maupun bus kota, menyemir sepatu, mencari 
bahan bekas atau sampah, mengamen di pertigaan maupun 
perempatan lampu merah dan sering juga mereka terlibat kepada 
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jenis pekerjaan berbau kriminal  seperti mencuri, bahkan menjadi 
bagian dari pada perampok.
38
 
  Tabel 2.1 Masalah yang Dihadapi Anak Jalanan 
Aspek Permasalahan yang diHadapi 
Pendidikan  Sebagian besar putus sekolah 
karena waktunya habis di jalan  
Intimidasi  Menjadi sasaran tindak 
kekerasan anak jalanan yang 
lebih dewasa, kelompoknlain 
atau petugas razia 
Penyalahgunaan obat dan zat 
adiktif 
Ngelem, minuman keras, pil 
BK dan sejenisnya 
Kesehatan  Rentang penyakit kulit, PMS, 
Gonorhoe dan paru-paru 
Tempat tinggal  Umumnya disembarangan 
tempat, di gubuk-gubuk atau 
di permukaan kumuh 
Hubungan dengan keluarga  Umumnya renggang, dan 
bahkan sama sekali tidak 
berhubungan  
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Makanan  Seadanya, kadang mengais dari 
tempat sampah, kadang beli 
 
Adapun masalah yang dihadapi lainnya ialah khususnya 
perdagangan anak adalah sesuatu yang terjadi hampir semua Negara-
negara di Asia Tenggara, masing- masing Negara memiliki factor 
tersendiri yang membuat anak rentan menjadi target perdagangan 
anak yaitu sebagai berikut: 
1. Anak- anak menikah muda atau perceraian 
2. Dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja 
3. Kemiskinan dan putus sekolah 
4. Dibayangi jika turis akan membayar lebih  
5. Melayani petugas polisi atau militer 
6. Kelas menengah yang bekerja 
7. Konsumsi berlebih-lebihan dan gaya hidup mewah 
8. Krisis dalam negeri 
9. Dipaksa oleh keadaan 
10. Upah yang sangat minimum 
11. Wanita muda usia tinggal dalam kebebasan 
12. Perilaku sesksual terbuka 
13. Penghargaan social. 
14. Kebutuhan anak yang masih muda untuk bekerja sebagai 
pembantu domestic terutama mengasuh atau merwat orang tua 
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15. Sanak saudara gagal memenuhi janjinya menyekolahkan anak-
anak dan mereka diperdagangkan untuk perdagangan obat.
39
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan Pustaka adalah mengemukakan hasil penelitian yang 
terdahulu yang berhubungan dengan topic penelitian yang dilaksanakan 
Tinjauan Pustaka memuat telaah singkat, dan sistematis tentang permasalahan 
yang di gali mengungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi di 
lakukannya penelitian. 
Berikut ini saya paparkan beberapa judul skripsi yang berhubungan 
dengan judul penelitian saya di antaranya yaitu:  
1. “Analisis  Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Anak 
Terlantar Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Oleh : Muhammad 
Jamroji  
Hasil penelitian, “di tinjau dari hukum positif dan hukum Islam 
membuktikan keseriusannya untuk memberikan perlindungan terhadap  
memberikan perlindungan kepada gelandangan, pengemis, fakir miskin, 
dan anak terlantar. Hal itu dibuktikan dengan berbagai peraturan-
peraturan yang telah ada. Baik hukum positif dan islam juga menjelaskan 
bahwa keberadaan gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak 
terlantar sudah tentu menjadi tanggung jawab semua pihak bagi orang 
tua, pemerintah dan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini pemerintah 
membuat peraturan perundang-undangan yang tidak lain digunakan 
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untuk pengentasan dengan berkurangnya kemiskinan yang ada. Di 
antaranya adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang 
Penanganan fakir miskin yag tidak lain tujuan hal tersebut digunakan 
demi untuk memberikan perlindungan fakir miskin dan anak terlantar 
yang ada demi mewjudkan individu-individu yang sejahtera”.  
2. “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Social Berdasarkan Pasal 34 
Undang-Undang Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Social Kabupaten 
Goa)”.  Oleh: Andi Resky Firadika. 
 Hasil penelitian, ini menunjukkan bahwa penyebab munculnya 
anak terlantar dapat di sebabkan oleh dua factor yaitu factor kemiskinan 
dan factor berasal dari keluarga yang bermasalah dan tidak harmonis. 
Bersadarkan pasal 34 undang-undang 1945 dinas social kabupaten goa 
telah melakukan beberapa upaya untuk menangani anak telantar seperti 
melakukan pendataan, memberikan pelayanan anak telantar serta 
menitiplan anak ke LKSA, dan melakukan pendampingan anak terlantar. 
Akan tetapi upaya yang dilakukan belum efektif, dikarenakan beberapa 
panti asuhan tutup karena kurangnya anggaran dana, kurangnya 
pekerjaan social.  
3. “Pemenuhan hak konstitusional terhadap fakir miskin dan anak terlantar 
dalam bidang pendidikan di kota Makassar”. 
Hasil penelitian ini bahwa pemenuhan hak konstitusiaonal bagi 
fakir miskin dan anak terlantar daam bidang pendidkan di kota makassar 
yaitu dengan kehadiran program keluarga harapan (PKH) bahwa dengan 
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program PKH di pandang dapat meminimalisir fakir miskin dan anak 
terlantar di bidang pendidikan, bentuk tanggung jawab dinas social 
adalah dengan menfasilitasi keluarga miskin dengan memberikan modal 
kecil dan meningkatkan kesejahteraan yang merupakan bentuk tanggung 
jawab dinas social kota Makassar dalam pemenuhan hak konstitusiaonal 
fakir miskin dan anak terlantar di kota Makassar biasanya factor dari 
mainset fakir miskin tidak sampai pada tahap menuju perkembangan dan 
kemajuan. Mereka selalu berfikir untuk tetap bagaimana caranya 
menghasilkan uang bukan focus kepada pendidikan serta paradigma 
orang tua itu yang sama sekali tidak mendorong anaknya untuk 
mengenyam pendidikan. 
Dengan demikian dari beberapa skripsi di atas kesamaan topic 
dengan penelitian yang di lakukan dalam ini yaitu sama–sama membahas 
tentang fakir miskin dan anak terlantar. Dalam penulisan sebelumnya 
hanya menggunakan teori penanganannya, berbeda dengan penelitian 
yang penulis teliti dimana penelitian penulis ini lebih membahas tentang 
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